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etika Pemilithan Umum Presiden-Wakil Presiden tahun 2014 1alu
E asangan calon Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf

Kalla mengusung program 9 agenda prioritas, yang disebutnya Nawa
cita (Sembilan Cita Cita) jika kelak terpilih. Pada agenda prioritas
ersebut, Joko Widodo berniat mewujudkan perubahan menuju
indonesia yang berdaulat secara politik, serta dalam bidang ekonomi

dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Hal yang menarik dari program Nawa Cita tersebut adalah, Joko
Widodo memberi prioritas pada upaya mengembalikan kejayaan
Indonesia sebagai Negara Maritim. Berdasar catatan Komisi Pemilihan
Umum, Jokowi-Jusuf Kalla menempatkan prioritas tersebut pada
prioritas pertama dari Nawa Cita, yakm : Menghadirkan kembal
Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman
pada seluruh warga Negara, melalui politik luar negeri bebas aktif,
keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan
Negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan
“Mperkuat jati diri sebagai Negara maritim (http://kpu.go.id/
“leksigambar/VISI_MIS]_Jokowi-JK.pdf, diakses 1 Oktober 2017)

IlamaSf:telah terpilihnya Joko Widodo (yang kemudian populer dengaq
kesemjokowi) sebagai Presiden, Jokowi berulangkali dalam berbagal
P tampak berupaya untuk mewujudkan gagasan Indonesia
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Menjadi Poros Maritim Dunia. Meski sebagian maSYarak 0
pesimis gagasan tersebut, dan menganggap hany, ey atrr.‘e"ﬂan . ,«9‘”? tﬂﬂ
Widodo untuk memenangkan Pemilu, namun Jgkow{agal j&nﬁ{:a"k. 40"‘ et fiti
keseriusannya dalam mewujudkan agendanya tersebu?m"“njl,kﬁk“ co"‘/:.ﬁ‘a 51
akan membahas Kerjasama Maritim I“dO“ESia-Jepang : TmiS&nkf‘ﬂ_ ' pﬂro ;2% 2
satu upaya pemerintahan Jokowg dalam mewujudkazbagai ﬂa;:! | tolﬂ?;c-
sebagai Poros Maritim Dunia. KETJ333m§ Maritim Indop [.“dnn%t &S;ﬂﬁsj;?u]
ini menarik untuk diulas, mengingat kerjasamg tersehy, - ey, B 1 a0 0.

. " lati RO R
kerjasama maritim antar negara yang relatif ayq) dilakyy, Pa gelda e

. - . i cqis

pemerintahan Jokowi meluncurkan gagasan Indonegs;, Sebagy Sej sﬂbagﬂ_‘ﬂ 2l

Maritim Dunia. Por,

Jokowi dan Kronologi Gagasan Poros Maritim

Visi Jokowi untuk membangkitkan kembali kejayaay Indog !

sebagal Negara Maritim, dengan berupaya mewujudiay Ind”ne:a 257 ya0
Sebagai Poros Maritim Dunia merupakan kebijakan yang m“ﬁ; Gantard
berani. Adapun upaya mewujudkan, dilakukan dengan Menekany, @ yilayab!
pada sektor perdagangan, infrastruktur dan keamanap Maritiy p,esiden
Keseriusan pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan Poros Mari, | ' dibilang

Dunia 1ni ternyata bukan hanya janji kampanye semata, ini antar s Jika
tampak dengan ditegaskannya kembali visi tersebut dalam Eastas: § maritim;
Summit di Nay Pya Taw, Myanmar 13 November 2014 . beberap:

Berdasar catatan Detik, dalam East Asia Summit yang dihadin 8 | lain, Ke

Kepala negara ditambah Sekjen PBB Ban Ki Moon, Sekjen ASEANL: & 1000an,
Luong Minh, dan Presiden Asian Development Bank (ADB) Tﬁkemk‘z Fmate
Nakao tersebut, presiden Jokowi menyampaikan gagasannys, ﬁ ' 21,
disebutnya sebagai Doktrin Poros Maritim. Jokowi mengangeap f;bul d}:“ ke
tersebutsebagai forum yang tepatuntuk menyampaikandoktrin® i “hga]

pentmg - pada I

mengingat bagi Indonesia, East Asia Summit berperan

.1 s Men |
keamanan, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi di kawasan

bt

.. , . 3 sl 06
Jokowi, Indonesia memandang pada abad XXI ini n?nsfoﬂféi polink Ne P;
sedang terjadi, dimana pusat gravitasi geo ekonomi dan ggara neg?” Dlllga?r;

dunia sedang bergeser dari Barat ke Asia Timur, dimana 1€ ol K

: ' 1 rata fata_ ) lll'la
Asia sedang bangkit. Dengan pertumbuhan ekonom
tahun, dengan tota] GDP sekitar 40 triliun USD, ka“fasa.r:nan
mempakan kaWasan Daline dinamic carara alranomi, dl




«cbagai bangsa Maritim kembali menge

Sebagaimana diketahui, meskipun
repulauan terbesar didunia dengan 16.0
jari Sabang sampal Merauke , namun setelah Dej

1957 yang menyatakan bahwa laut Indonesia, termasyk laut sekitar

muka.

Indonesia adajap

Negara
56 pulau yang Membentang
larasi Djuanda

_tara dan di dalam kepulauan Indonesia meniad;
f:;yah NKRI, namun pada masa pemerintahan gﬂu{la:;:adt:n};rez?;z
presiden sesudal_lnya, gagasan tersebut menyurut, kalau tidak bisq
gibilang ‘menghilang’.

Jika kita menengok sejarah, kejayaan Indonesia dengan kekuatan
maritimnya sebetulnya bukanlah hal baru. Maritimnews menelusur
veberapa kerajaan Nusantara dengan Kultur peradaban maritim, antar;
lain, Kerajaan Kutai pada abad ke 4, kerajaan Sriwijaya tahun 600an-
1000an, lalu kerajaan Majapahit di Jawa tahun 1293-1500, kerajaan
Temate (1257-sekarang), kerajaan Samudera Pasai tahun 1267-
121, dan kerajaan Demak tahun 1475-1458. Kerajaan Majapahit
tn kerajaan Sriwijaya tercatat sebagl kerajaan di Nusantara yang
ngalami ke; ayaan karena karakter kemaritiman yang tertanam
% masyarakat (http://maritimnews.comfberikut-catatan-tentang‘

k“:j‘"‘yflaﬂ--Inaritim-kf:raj aan-nusantara/diakses 1 Oktober 2017).

ja sebagal
N Yida masq pasca Kemerdekaan, penetapan Indonesia sebag

":ﬁa?r Maritim tampak dari Deklarasi Djuanda 1957'311[’13‘;;?;;‘;
; ESIden. RI pertama, Ir Sukarno melajlul Musyawat i 1964,

[
-Munas) Marit; No 249 tah




MENGAMANKAN LAUT : Tata Ruang dan Keamanan Maritim

Abdulrahman Wahid (Gus Dur), Megawati, B
Susilo Bambang Yudoyono (SBY), tampaknya, ti;lakHabibie
atensi lebih terhadap sektor kemaritiman, set; daky te‘_‘ﬂlu nT%‘
penckanan pada Politik Maritim, namun pada e);a tidg, m%
gagasan untuk mewujudkan Indonesia Sebagaj Por(): Jokq W?g:t
justru menguat. Maritim N\
Dalam mewujudkan Indonesia Sebagaj Poros - J.
pemerintahan Jokowi telah melakukan beberapa Strarmm Dy
dimungkinkan, setelah secara Perundangan Dewat&lte%]. Hy
Rakyat melalui Sidang Paripurna DPR RI 29 September Z:W
mensahkan RUU Kelautan menjadi UU Kelautan. Deng, d;,:
Undang Undang Kelautan in1 menjadi payung hujyn pem;
Indonesia untuk pengaturan pemanfaatan hasil hag;| lant t
komprehensif dan terintegrasi, sekaligus dapat menjag; .
kebangkitan Indonesia menjadi Negara Maritim. |

Secara kelembagaan, pada 27 Oktober 2014, pememm::
Jokow1 kemudian membentuk Kemenko Bidang Kemartma .
i1 Menter1 Koordinator Bidang Kemantiman dijabat oleh ‘e
TNI (HOR)(Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan. Dengan dibem
berbagai perangkat dan lembaga tersebut, maka pemerinta ¥
menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan Indoncsi “-‘[‘t
Poros Maritim Dunia dengan melalui berbagai straicg! T&f
melalui Diplomasi dan Kerjasama Internasional dengal ﬁm
Mengingat Poros Maritim merupakan gagasan untuk ¥

ko
. , - pjadt ©*
antar kepulauan di Indonesia, maka konektifitas men) >

, . ,
Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 16.056 pulav jan %

Indf)nesia sebagai Negara Kepulaun terbesar di dunt® - Nﬂ?:
garis pantai sepanjang 54.716 km, menjadikan ¥
dengan garis pantai terpanjang kedua, setelah Kan? g

1).
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gumber: Badan Informasi Geospasial, dalam htt

s =~ JIwww

-ndonesia.id/  2017/07/ 20/peta-indonesia-diperb:rii.begiﬁig_oodnews from
dengan-yang-peta-lama, diakses 1 Oktober 2017 perbedaannya-

nektifitas ant :
K‘odk 2 antar pulau §ebagal salah_ 'satu upaya dalam
mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Duni
diumumkannya doktr ' o
dengan ; ya doktrin, yang disebut pemerintahan Jokowi
sebagai Doktrin Poros Maritim. Berdasar dokumen Kementrian Luar
Negeri, doktrin yang terdiri dari 5 (lima) pilar ini justru pertamakali
disampaikan presiden Jokowi pada East Summit di Nay Pya Taw,
Myanmar 13 November 2014. Adapun kelima pilar tersebut terdin,
) membangun kembali budaya maritim Indonesia; 2) menjaga

sumberdaya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut, dengan
menempatkan nelayan sebagai pilar utama; 3) memben prioritas
pda pengembangan infrastruktur dan konektifitas maritim, dengan
membangun tol laut, deep sea port, logistik, dan industri perkapalan,

dan pariwisata maritim; 4) menerapkan diplomasl maritim melalut
aritim, dan upayd

usulan : ' di bidang m
peningkatan kerja sama G g md " elanggaran
laut

7 \dS\
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keamanan maritim. (http://\vav'.r..kemlu.,g.:;jld/id/b
Pages/Presiden-Jokowi-Deklarasikan-Indones;,

Maritim-Dunia.aspx, diakses 1 Oktober 2017)
Keseriusan pemerintah Jokowi dalam me judkap
Dunia tampak dengan dikembangkannya 5 pilar terseby
legal formal dengan mengembangkannya menjadi 7 pj ar P, la“%
Dunia. Berdasar catatan Badan Karantina Ikan, Pengen?. .
dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementrian Kelautan dana::ar}
Ketujuh Pilar Poros Maritim yang ditetapkan dalam pe; amranen
Nomor 16/2017 Tentang Kebiyakan Kelautan |y dﬁnegiapmsid*‘
meliputi : 1) Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Pengen::m
Sumberdaya Manusia; 2). Diplomasi Maritim; 3) By daya Bah%
Perlindungan Ruanglaut dan Perlindungan Lingkungan Ly, ST;:
nomi Infrastruktur dan Peningkatan Kesejahteraan; 6) Tatz kﬁlnlag; _
Kelembagaan Kelautan; 7) Pertahanan, keamanan, Penegakan Sum
dan Keselamatan Di Laut. (http://www.bkipm.kkp.go.id/bkipmy, o
public/files/regulasi/ PERPRES_NO_16_2017.pdf, diakses | Ok

2017)

Uy

Tidak berhenti disitu, upaya legal formal untuk upaya Per: I::"
hanan, Keamanan, Penegakan Hukum di Laut, sebagai penduc: pe:
pembentukan Poros Maritim Dunia dilakukan pula dengan 0k § = 00
kannya peta baru NKRI. Kemenko Bidang Kemaritiman, pada 1+ @ o

2017 lalu, secara resmi telah mengeluarkan peta baru NKflthf; der
gambar Peta lama NKRI, sedang Peta Baru NKRI, dapat Ut;

gambar 1 diatas.
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Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Mcualui Kevjasama Maritim Indones a-Jepang

Gambar 2. Peta Lama NKRI

sumber: Badan Informasi Geospasial, dal .
indﬂﬂeSia*‘d/ZO 17/07/20/ Peta—indoneéia?d?;r}égﬁifl www.goodnews from

jengan-yang-peta-lama -begini-perbedaannya-

Dikeluar kannya'Peta Baru NKRI tenty berimplikasi luas. Good
News from Indonesia mencatat bahwa Deputi Bidang Ked-aulatan

Maritim, Arif Hava:s pegroseno menjelaskan setidaknya ada 5
perubahan yang terjadi dengan adanya Peta Baru tersebut. dan ini
akan berimplikasi pada perbatasan laut. Adapun implikasi, tersebut
adalah 1) Perubahan batas dengan Palau; 2) Perubahan batas Indoensia-
dengan Filipina di laut Sulawel; 3) Perubahan nama Laut Natuna
Utara; 4) Perubahan Zona Ekonomi Eksklusif di Selat Malaka; dan 5)

Perubahan batas laut teritorial di perbatasan Selat Riau. (https://www.
soodnewsfromindonesia.id/2017/07/20/peta-indonesia-diperbarui-
begini-perbedaannya-dengan-yang-peta-lama, diakses 1 Oktober
2017)

- Terkait hubungan antar negara, dibuatnya Peta Baru Ipdonesia
m}, terutama perubahan nama Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Ky menjadi Natuna Utara tak pelak telah menimbulkan 'msid?n,
g dengan China. Sindonews memberitakan, bahwa China

ﬁeﬁ protes keras, karena dengan peta Baru yanNg cz':llunm{rjltc:rna
. Indon certa penamaan Natuna
"ENimy, esia tersebut, p oL China
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atau bersinggungan dengan 'k!aim China yang mep gang,
tersebut sebagai perairan tradisionalnya. Pemerintah C}; Wi

“ . nﬂSQCar lh
tertanggal 25 Agustus 2017 telah MengIrm catatan resp; | . iy,
besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing. (http

S://] ed"%
. . . mter[]atlﬂ
sindonews.com/read/ 1236125/40/china-tunty 03

- t-indonesia.batalk
penamaan-laut-natuna-utara-1504375223, diakses 3 Oktope, ..

00y
Namun hal ini tidak menyurutkan keseriuasap pemﬁrin)
Indonesia yang lantas secara resmi mendaftarkan pep, 4

. Maan |
Natuna Utara tersebut ke Perserikatan Bangsa Bap n

‘ . gsa (P
khususnya ke Badan Hidrografik Internasional. Namun dis;g; lain haj|

ini bukan tidak mungkin ke depan justru akan mendorong Kerjasan
Indonesia dengan pihak lain yang mempunyai masalah yang g,
dengan China. Sebagaimana diketahui, China mempunyai masas;
klaim Tumpang Tindih Laut China Selatan. Setidaknya terdapa §
(enam) negara yang terlibat dalam klaim tersebut, yakni China, Taiwa
Vietnam, Philipina, Brunei dan Malaysia. Meskipun saat ini sedang
digarap Code of Conduct terkait pengelolaan Laut China Selatan.
serta sudah adanya hasil dari Mahkamah Arbitrase di Den Hague yang
memenangkan Filipina dalam konflik Laut China Selatan pada bulan
Juli 2016 lalu, namun China tidak mengakui hasil tersebut. Dengat
demikian, ada kemungkinan konflik terkait klaim tumpang ‘iﬂdfh
di1 Laut China Selatan masih akan berlanjut. Bukan tidak mungkll
pula, penamaan Laut Natuna Utara oleh Indonesia akan menamba!
kompleksitas masalah tersebut, jika tidak segera ditangani. Untuk
itu menjadi penting bagi Indonesia memberi penjelasan penamad’

laut natuna Utara terebut kepada pemerintah China, jika tidak 106"
menambah komplikasi yang tidak perlu.

Ketika Indonesia sedang berpotensi konflik dengan China terllizl;
Penamaan laut Natuna Utara, sebaliknya Jepang justru menars ia.
peluang untuk melakukan kerjasama maritim dengan [ndopesan
Kesigapan Jepang tidak dipungkiri, setidaknya terkait kepentin?
Jepang untuk memelihara perdamaian kawasan Asia Pasifik, temla; gy
keamanan Laut China Selatan yang merupakan jalur perdaganga’ ( na
Lines of Communication/SLOC) Jepang, ke:mungk_inan juga-karcaﬂ
kejelian Jepang menangkap peluang terkalt ambisi per mnta'h
Jokowi untuk mewujudkan Indonesia sebagal Poros Maritim Duni?:

164
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- am Maritim Indonesia- Jepang
a donesia—Jepang di berbagai bidang sebetulnya sudah

. q In _
o ertama sejak munculnya Dokirin Fukuda tahun 1977
" enjadi dasar kerjasama Jepang dengan negara-negard di

m
yook i3 Tenggara umumaya. Dalam bidang ekonomi misalnya,

gwasal AS : el .
 kerjasama Indonesta- Jepang tampak dari seringnya Indonesia

Erﬂmy - . '
. di salah satu negara resipien terbesar bantuan resmi pemerin

Jepang (Official Development Assistance/lODA), baik dalam bentuk
grant, rechnical assistance, dan terutama loan. Kerjasama dalam
romi lain juga ada dalam skema kerjasama IJ-EPA

pidang eko
an Economic Partnership Agreement). Di ASEAN,

(Indonesia-.fap
gimana Indonesia sebagai negara terbesar yang berpengaruh di

ASEAN, terdapat kerjasama J epang-ASEAN bersama Korea Selatan
dan China dalam skema ASEAN+3 . Dalam pengelolaan keamanan

Selat Malaka, Jepang juga mempunyai kerjasama dengan Indonesia,
Malaysia dan Singapura, terutama dalam penanganan perompakan di
Selat Malaka yang masuk dalam jalur perdagangan (SLOC) Jepang.
Demikian pula dalam pemberantasan terorisme, Jepang juga memberl
banyak bantuan ke pemerintah Indonesia untuk menanggulangi
masalah terorisme. Jepang juga termasuk mendukung Indonesia untuk

mewujudkan good governance dan c:.lemokratis. Belum lagi kerjasama
pengiriman tenaga kerja Indonesia, terutama tenaga perawat ke
ntuk kerjasama lain.

Jepang, dan berbagai b€ |
Namun demikian, meski telah hampir 60 tahun menjalin berbagai

kerjasama, baru pada Desember'2_016 lalu, Jepang dan Indonesia
sepakat melakukan kerjasama maritim dengan membentuk /ndonesia-
Japan Maritimeé (UMF)' IJMF yang ditandatangani Menteri
Koordinator Maritim, Luhut Pandjaitan dan Menteri Luar Negeri
Jepang, Fumio ishida pacda s D§sember 2016 tersebut dibentuk
melalui Memoram’;’:m:u g Mz:if;;ﬂ;;!:ﬁglii?blwf Indonesia-Japan
't rum. O ' onesia bertui
gﬁﬁ?ﬁﬁaﬁi Lerjasama Angkatan Laut Indonesia-] epgjgumsl ok
_ . K epakatan tersebut, Jepang berk(}mitrne . Seb agal
n l‘nembamu
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i W
Tempo mencatat, cakupan kerjasama LIMF melipy bida, M
a

dan keselamatan laut, pembangunay

eamanan maritim _ nan e,
ll:emaritiman, pembangunan 1nﬁ?l§trukmr kemamlman O
ndidikan dan pelatihan kemaritiman (http://bisﬂi&tempﬁc

: {]f

read/829650_/ri—dan-jepang-bentuk—indonesia-japan_mariti%
forum ' a

Luasnya bidang kerjasama maritim ke_dua negara, member;
besar terhadap pengembangan kerjasama tersebuyt ke

Kerjasama maritim kedua Negara berlanjut dengan k“njungan

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe ke Indonesia pada bulap Januar |

tahun berikutnya. Label “’prioritas tertinggi” pada kerjasama Maritime
kedua Negara, menunjukkan pentingnya kerjasama tsb.

Ada asumsi, bahwa adanya kesamaan kepentingan, membys
negara melakukan kerjasama. Kerjasama dilakukan, karena tujuan
akhirnya adalah untuk memenuhi kepentingan nasional. Namun

demikian, dari perspektif Neo Liberalis, kerjasama dan interdepensi

akan mendorong kearah perdamaian, karena negara negara yang
terlibat dalam kerjsama tersebut berkepentingan untuk memelihara |
perdamaian , demi kelancaran hubungan yang resiprokal diantara =
kedua negara serta mencegah anarki. Goldstein (2012, hal 66)

menyebutkan bahwa “states are unitary actors rationally pursuing
their self interest in a system of anarchy. State achieve cooperaion
because it is in their interest to do so, and they can learn 1o us¢

institutions to ease the pursuit of mutual gains and the reduction of |

possibilities for cheating or taking advantage of another state .

Dari sudut pandang ini, maka kerjasama maritim Indone:la;
Jepang dalam skema IJMF dapat dipandang sebagai salah suatu upti};l
diplomasi maritim Indonesia untuk mewuj“dk"{m Poros tﬁ?ndari
Indonesia, atau dengan kata lain, merupakan !mp iyl

. B 7. Disepakatiny?
pilar Poros Maritim ke 2 Perpres No 16 tahun 23:mk - ef:,ujudkan

IJMF memberi banyak peluang bagi Indonest® ma dengan Jepang
Poros Maritim Dunia dengan memperkuat ke?ii?esia-.lepang, masih
Dalam bidang kerjasama Angkatan Laut ! nutan 6 Global, dengal
terbuka peluang lebar, apa]agi berdasa{ Llypang melibatkan Mentcrf
adanya skema Japan-Indonesia 2+2 Meetin® yang dimulal

Luar Negeri dan Menteri Pertahanall ke

hhly

#QA4jO4eOBIGZ 8Zhz.99, diakses 29 September 2017) |

Pehlang I
depan

hingga
USD 4.
sebelurr



aq S
Jllga Hiroshi Komiya, saat in;

artd, & Ini bary | Utaan Besar g
joK Defence Force (MSDF)  yang men("mng) mahasiswa Mgyifim,

Militer di " Bikuti Pertukaran mahasiswa
' 17521571/indonesia-je > (http://global liputang

read/ . Jepang-tingkatkan-kerig 16.com/
jan-keamanan, diakses 4 Oktober 2017) J3-Sama-pertahanan-

persolliL maupun latihan bersama TN]

MSDF, seperti sudah dilakukan di Padan
lain dari seluruh dunia . 8 bersama Angkatan Laut

B‘erdasar. data Dirj en Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Energi, meningkatnya investasi Jepang di Indonesia di tengah
kelesuan ekonomi dunia juga menggembirakan. Bulan Januari
hingga September 2016 misalnya, Jepang telah melakukan investasi
USD 4.494, angka ini merupakan 2 kali lipat jika dibanding tahun

sebelumnya. Demikian pula komitmen Jepang untuk membantu

pembangunan pelabuhan dan pembangunan pulau-pulau terpencil,
bangunan pelabuhan Patimban

termasuk diantaranya rencana pein i ‘
(http://ebtke.esdm.go.id/post/2017/01/16/1523/ indonesia.dan.

jepang.hasilkan.sejumlah.kesep
S catat, sebagai tindak lanjut IJMF, serta dalam

DEAmESGRoN mﬁ: hun kerjasama [ndonesia-Jepang tahun 2018
rangka menyambut 60 ta tuk membantu gembangunan

mendatang, Jepang

infrastruktur di PUIauya .
. . belumn d :

disepakati s€ Susi P . di Gedung KKP, pada 6

erikanan [zum
Kelautan dan F [roto tmen pemerintah Jepang

ri Jepan®: adap komi |
Perdana Mentc : akat terh 0 lokasi fisheries community atau

na .

September 20 1.7 ibah Pemb@gl‘] 6 lokasi dan coastal radar di 6 pulau
ben? rasi di * . i

untuk mem-: \nan termtegos i perikanan di Indonesia, yakni di Sabang,

fasilitas perlk .. dan Pwr;;ki Moa dan Biak dengan menggunakan

terluar Indoneslai Sauit
Natuna Morota ’
. 167




—

rmen diwujudkan berupa pembyg,,

. Komi
. termasuk free navigy SUnay

keamanan laut, ion 3

. _ i id/indonecs A A
(https.//marltlmem?ws 1 Sia-
an-perikanat/, diakses 1 Oktober ;3?;‘;5 | F;‘g’

tehnologi dari Jepan
fasilitas perlkanan,.

an dan perikanan; serta penelitian di bidang
Berbagai bentuk kerjasama diatas merupa sy

cakupan kerjasama IJMF yang sepakat akan meliputi bic!ang keamanag
—aritim dan keselamatan laut, pembangunan ekonomi kemaritimap,
pembangunan - frastruktur  kemaritiman  serta pendidikan dag
pelatihan kemaritiman serta meningkatkan kemampuan Indonesig

untuk mempertahankan kedaulatan maritimnya.

Terkait pendidikan dan pelatihan kemaritiman, selain bisa
dilakuakan dengan pertukaran MSDF dan TNI AL, dapat juza
dilakukan dengan bentuk pendidikan diplomasi maritim. Sebagai
negara yang baru mendeklarasikan diri sebagai Poros Maritim, bisa
dimahfumi jika Indonesia masih belum mempunyai desain yang
mapan dalam diplomasi maritim. Padahal jalur diplomasi sebagat
alat komunikasi dan negosiasi politik sangat krusial dalam mencapat
kepentingan nasional. Sinergi antar lembaga atau aktor yang terlibat
merupakan suatu keharusan.

kelautan dan perikanan.

| Kompas mencatat, belum sinkronnya antar departemen antara
lain tampak dalam menyikapi protes China terhadap penamaan Natura
Utara. Sikap Kemenko Kemaritiman yang tidak bersedia menanggapt
protes F:hina tampak dari pernyataan Menko kemaritiman Luhut M
Pandjaitan yang menyatakan: ya, kami tidak terlalu menanggapl. Saya
sudah komunikasi dengan mereka. Tidak terlalu masalah. Menurut
Luhut, l?emerintah tidak ingin menciptakan persoalan baru. APalagi
Indonesia sedang melakukan kerjasama ekonomi dengan Chind
Namun Luhut menegaskan, bahwa Indonesia tidak mengakul nine
dash line yang menjadi dasar klaim China atas Laut China Selatad:
S:lt;pg:;/m:sional.kompas.c01n/read/20 17/07/25/0042483 1/indones!d®

nggan-tanggapi-protes-china-soal-penamaan-laut-natuna-utard
diakses 4 Oktober 2017). Padahal ChinI; mmgmgga;;l tp:sbahan nama
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tarB kepulauan Riau menjadi Natuna Utara, yang oleh Arif
p: di P egrosend dikarenakan penamaan berdasar industri migas,

9 l ih dulu menggunakan tersebut, dianggap Departemen
8 te i China melalui juru bicara kementrian Luar Negerinya,

st 18 . 1ak kondusif’.
hal tersebut, CNN Indonesia memberitakan

aftaran nama Natuna Utara di PBB, khususnya di
olganiSESi Hidrografik Internasional, Juru Bicara Kementrian Luar
NegeTi Armanatra Nasir menyatakan Kemlu RI hanya merujuk
peﬁlyataan Menko Kemaritiman Luhut M Pandjaitan beberapa -
ou lalu. Luhut saat itu menyatakan bahwa penamaan Natuna
di kedaulatan RI, dan tidak menyentuh wilayah

I aut China Selatan. (https://www. cnnindonesia.
0170720172204-1 06-229239/diprotes-china-ri-

daﬁarkan-nama-laut-natuna-utara—ke-pbb/ . diakses 1 Oktober 2017).

Dari kasus tersebut, tampak bahwa sinkronisasi diplomasi
maritim antar lembaga yang terlibat, merupakan urgensi yang harus
donesia tampaknya belum mempunyai

segera dikelola dengan baik. In
mbuat formula diplomas maritim

desain yang mapan dalam me 12 -
yang tepat. Dalam National Seminar on Maritime Diplomacy yang
ada 25 Januari 2017

diselenggarakan di Hote
lalu, Lembaga Ilmu Pen
Formulasi Diplomasi yang
Indonesia ,yang menurd

)

Utara hanya terjadi
Negara lain, apalagi
comfintemasionaUZ

modemn
¢ LIPI bisa dibangun dengan tiga cara.

Pertama, perluasan cakupan isu yang selama ini menjadi fokus dan
diploma;i maritim. Kedua melibatkan aktor non-ncgara, baik pihak
swasta atau pelaku ekonomi maupun masyarakat sipil. Dalam hal

luasi praktik diplomasi yang cenderung

ini, Indonesia erlu mengeva . . : o
_ di dalam meningkatkan diplomasi mantim,

state-centric. Ketigd ‘ % _
koordinasi antar lembaga di sektor maritim berperan penting. Dengan
ini Indonesia bisa memperl'(uat ldéntltas §ebagal negara maritim
s.com/ internasional/asia/Rb116v2N-penguatan-

g-melindungi-kepentingan-indonesia)

lalui Pusat Penelit Tt

sedal::gc bekerjasama deztgl:: IJ)E litk, LIPI menyatakan
pang untuk melakukan

L o P
ma terkait isu diplomasi maritim, dengan harapan ke
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Tata Ruef

| memiliki diplomasl maritim Yang |
ndonﬁlﬂ akﬂn balk a.kan memlldahkan upa‘Ya ]-[ld bilk
diplomasi Yan8 O%- 5 o oai Poros Maritim, Hﬁn“ia 601.35 Bdgf

. | al )
untuk meWy! dengan diplomasi MAarlim yang ,; - b
_ ting. karcna uan intelﬁktual untuk mengide“ltji(ﬁ:“a . PG"NII:SO

janggap pe
mmbangl:::ent:l:gil:m manajemen kelautan: Flan iﬂ\'es asi_ ﬁlt‘-’«s
isu tqut kea‘: menjaga kedaulatan (http://hpl-g(lid/be- | ol
maritim ll“::i‘ﬁm_kunci_jaga-kedaul'atan-bangsa/ 17493 dia::; 2

plomaSI-m ; ](erjasama yang dllalfukaq FIP] dan Pemer; 4 an J
l Oktober 201 )n embangan diplomasl maritim, mempakan ;:lah Rl bisl
Jcpaﬂgbe‘:t:;m Snftmen pemerintah Jepﬂl_lg dalam beker; h jap
3:: Indonesia yang sedang gencar menuju Poros M_aritim D“Iu'a’ Sef
dengan memberi hibah penelitian dan pendidikan maritim. Pergury,, 8 . e
‘[m;gi, maupun lembaga non pemenn'tah, dapat men'angkap Peluang ni dohtt
tersebut, terutama sebagal bentuk peningkatan kapasitas sumberday, i

manusia yang berwawasan kemaritiman. ”

Banyaknya kesepakatan pemerintah Indonesia dan Jepan,
terutama terkait komitmen Jepang bagi pengembangan sektor maritim Sahat N

di Indonesia, tidak terbantahkan. Komitmen Jepang, sekaligus jug K
menunjukkan bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan kawasanyang | te
strategis bagi Jepang. Ini antara lain tampak dar kunjungan Jepangke | O
negara Philipina, Viet Nam dan Australia, selain ke Indonesia pada | Peta In
waktu yang hampir bersamaan dan mencapai berbagai kesepakatan. L'
Kesi P
impulan D
ﬁﬁ]asama maritim Indonesia-Jepang dalam skema Indonesia - Jap" Diplop
" ezntlme Forum (l.!MF), dengan demikian menjadi sangat strategis bag! b
L U4 negara. I_(f-‘ljasama Ini juga selain bertujuan untuk memperkid .
p:gaesr?xh?: - kt?dua negara, sekaligus dapat mendukung upayz B (
M . Jokowi dalam mewujudkan Indonesia sebagd! PO‘? “igu
aritim Duma MaSlh ba k ang bisd
dilakukan ked nyak peluang kerjasama maritim Y i ]
terpencil dj Inl:ii e diantaranya pengembangan pUI% ’pseﬂa |
bendii) nes1a , sesuai komitmen pemerintah Jepard o |
yang pada akhimya dq n berbagal rise 1egh”




 joshua D & Jon C. Pevehouse(2012), Intemnatio
Goldswm-’ £ 6th ed, Boston: Pearson. nal Rela.

residen RINo 16 tahun 2017 t

- P o http:/fwww bk , Tentang Keh_nj akan kelautan
[pdonesid, .bkipm.kkp.go.id/bkipmnew/public/
ﬁles/regulasl/PERPRES__NO__l6_2017.pdf, diakses 1 Oktober

2017

dan Jepang Bentuk Indonesia Japan Maritime Forum. https://
bisnis.temp(‘)‘co/read/S29650/ri-dan—jepang-bentuk-indonesia-
japan-marltlme-forum#QA4j04603IGZSth.99, diakses 29

September 2017

doktrin Jokowi di East Asia Summit tentang Poros Maritim Dunia,
https:/ /news.detik.com/berita/2747254/ini-doktrin-jokow!-
di-east-asia-summit-tentang-poros-maritim-dunia, diakses 30

September 2017.
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Berikut Catatan Tentang Kejayaan Maritim

Sahat M.P, Sinurat,
Kerajaan Nusanta:ra.http://maritimnews.com/berikut-cata
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Oktober 2017
ini Perbedaannya Dengan yang Peta

Lama fromindonesia.id/2017/07/20/
Peta-indonesia-diperb

peta-lama, diakses 1 Oktober 2017
Jaga Kedaulatan Bangsa, http://lipi.go.1d/

: : itim Kunci iy
Diplomasi Maritim &% ° .. © 1 ynci-jaga-kedaulatan-bangsa/17493

aritim Yang melindungi Kepentingan
http://m.metmtvnews.com!internasiona]fasiaf
% enguatain-d{plomam-mamlm-yang-melindun 1-
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Asia Security News, http:/asiasecuritynews.com/7133/japap o, n RS
indonesia-to-deepen-defence-ties/ diakses 4 Oktober 2017 g
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